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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, pesantren telah banyak mendokumentasikan berbagai
peristiwa sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah yang bersifat sosial budaya
masyarakat, ekonomi, maupun politik bangsa Indonesia, mulai sejak awal
penyebaran Islam, pesantren adalah saksi utama bagi penyebaran Islam di
Indonesia, karena pesantren adalah sarana penting dalam proses Islamisasi di
Indonesia. Perekembangan dan kemajuan masyarakat Nusantara, khususnya
Jawa tidak dapat dipisahkan dari peran yang dimainkan pesantren bahkan
masalah ekonomi dan kebijakan politik pun dimainkan.*

Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang berada di
bawah pimpinan seorang atau beberapa Kiai® yang dibantu oleh para santri
senior serta berbagai anggota keluarganya. Pesantren menjadi bagian yang
sangat penting bagi kehidupan lingkungan Kiai sebab pesantren merupakan
tempat untuk mengembangkan dan melestarikan ajaran, tradisi dan

pengaruhnya di masyarakat.

! Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana llmu, 2001), 183

2 Istilah Kiai dan Ulama’ mempunyai banyak kesamaan makna walaupun juga ada titik perbedaan
istilah kata Ulama’ berasal dari kata bahasa Arab yang berarti orang tahu. Adapun istilah Kiali
berasal dari bahasa Jawa ‘iki wae’ yang artinya ’ini saja’ mengenai asal usul kata kiai ada tiga kata
yang digunakan dalam kata kiai (1) gelar pada orang tua secara umum, (2) gelar pada orang yang
ahli agama dan (3) gelar pada benda atau barang yang dianggap keramat. Lihat dalam Endang
Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKiS, 2004). Istilah lain misalnya
Bindere di Madura, Ajengan, Nun di Jawa Barat dan guru secara umum adalah sebutan yang
diperuntukkan bagiUlama ‘tradisional di pulau Jawa. 8. Lihat juga Mujamil Qamar dalam
Mukhlishi, Kiai, Kantor dan Pesantren; Kupas Tuntas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
(Yogyakarta: Nadi Pustaka Kerjasama Zath, 2012), 12.

® Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama (Yogyakarta: LKiS,
2007), 93-94.



Masyarakat Islam tradisional-paternalistik di Indonesia secara khusus
Madura-Sumenep memahami Kiai sebagai pribadi yang memiliki kedudukan
khusus. Realitas kekhususan adalah merupakan figur Kiai yang dikenal
sebagai tokoh sentral yang dihormati dan ditaati terkait otoritasnya baik dalam
bidang agama, etika dan fungsi spritualnya sebagai penjaga keharmonisan
umat.* Pandangan seorang Clifford Geetz> menyebut sebagai makelar budaya
(cultural broker) bahkan dalam penelitian Bustami disebut ‘orang serba bisa’
(multiprayer) karena peran dan fungsinya seorang kiai dapat menyelesaikan
masalah.

Perbincangan para pengamat dan bahkan oleh Kiai sendiri menyangkut
layak tidaknya seorang Kiai terjun dalam politik praktis dimana muara ahirnya
adalah suatu kekusaan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Kiai
seharusnya lebih baik berperan saja sebagai pengayom dalam kehidupan
beragama dan lebih tepat menghindarkan diri dari dunia politik. Sebaliknya
terdapat pendapat yang cenderung berbeda bahwa tidak ada alasan Kiai harus
meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari agama
itu sendiri.® Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Ghazaly dalam karya
monumental ihya’ ulumiddin, bahwa agama dan kekusaan dua hal yang saling
mendukung satu sama lain, agama tanpa kekusaan tidak bisa tegak, ibarat

orang kedinginan yang butuh selimut, ibarat bangunan rumah yang butuh atap

*Muhammad Baharun, Peran Kiai Sebagai Multi Prayer dalam Pengatar Buku Kiai Politik Politik
Kiai (Malang Pustaka Bayan, 2009), xii

5Seorang peneliti yang membagi Islam menjadi tiga tipologi (1) Islam Santri (2) Islam Priyayi dan
(3) Islam Abangan, namun penelitiannya terbantah oleh peneliti selanjutnya.

® Imam Suprayogo, Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai (Malang: UIN Maliki Press,
2009), 1.



agar terhindar hujan dan berbagai hal lainnya yang saling keterkaitan.” Ibarat
suatu mata uang yang saling melengakapi.

Seorang Kiai juga bisa disebut mempunyai peran ganda sebagai
sebutan elite agama dan sekaligus tokoh politik. Hal ini selalu dalam
perdebatan yang terus menerus dan tidak pernah usai. Termasuk Kiai dalam
studi politik telah banyak melahirkan berbagai karya yang mendalam kajian
oleh pemerhati politik banyak sekali yang mengangkat berbagai tema Kkiai
dalam berbagai teori baru. Hal ini tentunya merupakan indikator bahwa Kiai
merupakan profil yang menarik dan merupakan tema yang tidak akan pernah
kering dengan berbagai pembahasan yang begitu beragam.®

Menurut Etzoni seperti dikutip Keler dalam Ainun, elite adalah
kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan sehingga elite dikatakan sebagai
orang atau kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam suatu
masyarakat. Elite juga adalah orang-orang berbakat baik dalam masyarakat.
Secara sosiologis istilah elite pada umumnya selalu dikaitkan dengan elit
politik (political elitis). Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa yang
membedakan anggota masyarakat antara elite dan massa sebagai suatu yang
tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.®

Berbicara mengenai pesantren, meminjam perspektif Abdurrahman
Wahid bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan intelektual akan

tetapi juga spiritual, pendidikan moral dan sebagai lembaga pendidikan sosial

” Abu Hamid Al-Ghzaly, Ihya’ al- Ulumiddin Juz IV (Lebanon: Dar al-Kutub, 2007), 102.
8Zulfi Mubarak, Perilaku Politik Kiai (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 1.
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kemasyarakatan.’® Sebagai lembaga pendidikan pesantren dapat proakatif
dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk di dalamnya peran politik

Peran sosial khusunya peran politik ada yang berpandangan elite
pesantren dituntut tidak terjun dalam ranah politik yang dianggap profan dan
sering menimbulkan fitnah. Pesantren dituntut netral tidak terlibat dalam
politik praktis dan tidak mendukung partai politik tertentu. Sebab sebagaimana
dipahami bahwa politik Indonesia sarat dengan fragmentasi kepentingan
sesaat sedangkan pesantren sebagai kawah candra dimuka yang membawa
misi ke-Tuhan-an yang berlaku dengan jangka waktu yang tak terbatas.™*

Hal yang menjadi kehawatiran dan terjadi ahir-ahir ini senada dengan
perspektif Masdar Hilmy bahwa asumsi kuat keterlibatan pesantren dalam
ranah politik praktis tidak menuai keberhasilan maksimal karena pesantren
sebagai by definition belum memiliki piranti lunak (soft skill) yang memadai
guna menopang keterlibatan komunitas pesantren dalam gelanggang politik
praktis yang dikenal ganas dan kompleks sehingga yang terjadi bahwa
fenomena pesantren awalnya sebagai pencerah realitas politik justru
tenggelam oleh kuatnya arus utama sistem politik yang ada.'® Secara ekstrim
meminjam istilah Huntington berpandangan bahkan pesantren malah justru
turut berkontribusi dalam pembusukan politik.*® Naifnya tidak terjadi daya
gempur pesantren yang tidak mampu membongkar struktur sosial-politik yang

ada.

Oyatimul Ainun, Bakiak Politik Sorban Negarawan (Malang: Grea Litera Buana, 2014), 150.
11 H
Ibid, 151.
Masdar Hilmy, Islam, Politik dan Demokrasi; Pergulatan antara Agama, Negara dan
Kekuasaan (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 178.
'3 Huntington, ‘Political Development and Political Decay”, 415.



Pendidikan dan politik secara spesifik pendidikan pesantren adalah dua
elemen penting dalam sistem sosial politik Negara Indonesia. Keduanya sering
dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah yang satu sama lain tidak memiliki
hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu membahu dalam proses
pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Kata politikdalam
kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau
kenegaraan seperti tatacara pemerintah, dapat pula diartikan segala urusan
tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintah suatu negara
atau negara lain.**

Setiap kesuksesan suatu negara dilandasi oleh pendidikan yang kokoh.
Kesuksesan dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama dilandasi
oleh suksesnya pendidikan. Pendidikan merupakan soft power, kekuatan sejati
yang tidak kasat mata, tetapi semua orang memerlukan dan merasakan
kekuatannya. Pendidikan memberikan pengaruh politis yang amat besar dalam
kehidupan manusia. Manusia yang terdidik dengan baik dan sehat ia akan
mampu mengkreasi diri untuk mengubah pendidikan menjadi media berpolitik
yang sehat dan sekaligus mampu mendidik politik lewat pendidikan.
Pendidikan politik dan politik pendidikan bisa berintegrasi, interkoneksi,
tetapi juga bisa bermusuhan.

Akar persoalannya adalah pudarnya figur karismatik yang disandang

para Kiai ternyata dari kepemimpinan tradisional dan kemudian dimulainya

¥M. Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), 1



kepemimpian modern rasional diruang publik.® Secara konstruk teoretik
Weberian hal ini terjadi karena kepemimpinan secara tradisional ditandai
dengan bekerjanya pola relasi patron-client'®yang tidak berimbang antara
pemimpin dan yang dipimpin. Maka, jangan heran ketika kepemimpinan
tradisional karismatik mulai terkikis oleh kepemimpinan modern-rasional.*’

Secara lebih rinci hubungan patron-client merupakan hubungan timbal
balik, Wolf Eric dalam Sukitman dan Mardika halini berbeda dengan
kekerabatan yang merupakan hasil sosialisasi yang didalamnya terkandung
rasa saling percaya. Sedangkan inti hubungan patron-client dalam teori ini
adalah suatu hubungan yang bersifat persahabatan instrumental dan relasi
yang terjadi karena tiap pihak mempunyai saling kepentingan.®

Fenomena saling punya kepentingan ini disebut hubungan timbal balik
ini yang oleh Keit R. Legg mengemukakan tiga syarat terbentuknya patron-
client yakni (1) para sekutu (patners) menguasai sumber-sumber yang tidak
dapat diperbandingkan (noncomparable resources) (2) hubungan mempribadi
dan (3) keputusan untuk mengadakan pertukaran yang didasarkan pada
pengertian saling menguntungkan (mutual benefit and reciprocity).*

Hubungan para elite pesantren dalam tradisi keagamaan pesantren

yang berlangsung secara berabad-abad mulai masa awal kebangkitan Nasional

BHilmy, Islam, 177.

18 |stilah Patron berasal dari bahasa Spanyol yang berarti sesorang yang punya kekuasaan, status,
pengaruh. Client adalah sebagai anak buah, buruh atau yang dilindung. Lebih lengkapnya lihat
Sunyoto Usman, Sosiologi; Sejarah teori dan Metodologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
127.

7 Mengenai kepemimpinan kharismatik oleh Max Weber. Lihat dalam Reinhhard Bendix, Max
Weber; an Intelectual Potrait (London & New York: Routolodge, 1998), 301-329.

8Tri Sukitman dan Suluh Mardika. “Kekuasaan Parmornial Politik Lokal” dalam Jurnal Pelopor,
Vol. 7 No. 2 Januari 2015. 103.

9 Keit R. Legg, Tuan, Hamba dan Politisi (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 29.



1908 dan bahkan dalam realitas kekinian tetap menjadi perbincangan tentang
pesantren dan politik dengan pola relasi elite pesantren menjadi dasar pijakan
awal dari pembacaan realitas para elite pesantren berkiprah dalam berbagai
lini kehidupan dalam penelitian ini secara spesifik adalah pesantren dan
politik.

Tentunya semua rangakain sejarah elite agama, kekuasaan dan
pendidikan tidak hanya itu rangkaian hubungan sehari-hari yang biasa
dilakukan, namun juga dikonstruksi dalam berbagai realitas sosial budaya,
keagamaan, ekonomi bahkan realitas politik melalui media-media tradisi
keagamaan serta proses sosial kebudayaan yang berjalan dengan wajar dalam
kehidupan sehari-hari. Relasi kuasa dalam mencapai keutuhannya yakni
mencapai efektivitas pada tataran kekuasaan dan produktivitas pada tataran
pengetahuan.?

Pandangan peneliti ketika berbicara hubungan atau relasi kekuasaan
tentang para elite pesantren terbangun dalam hubungan yang lama dan sangat
kental. Namun, semua itu karena iming-iming dan politik balas budi menjadi
tim sukses, namun sejarah mencatat mulai semangat mengusir para penjajah
sampai era kemerdekaan dan bahkan era reformasi sekarang ini elite agama
dalam bingkai kekuasaan dan pendidikan sangat diperhitungkan. Satu contoh
bagaimana KH. Hasyim Asy’ari dengan resolusi jihad dalam memompa
semangat kebersamaan dalam perjuangan. Pada orde lama NU pernah menjadi

parpol dan pada akhirnya berdifusi ke PPP dan NU kembali ke khittah bahkan

2bid.,134.



di awal reformasi para elit NU yang mayoritas adalah orang yang dibesarkan
dari pesantren memproklamirkan diri dengan mendirikan partai dan dapat
menghantarkan kadernya menjadi RI 1. Sejak pemilihan secara langsung oleh
rakyat pada tahun 2004 sampai sekarang kedekatan elite pesantren selalu ada
dalam bingkai kekuasaan pemerintahan sebagai pemangku kebijakan.*
Adapun kebijakan pendidikan menurut Devine dalam Munadi dan
Barnawi memiliki empat dimensi pokok yaitu Dimensi Normatif, struktural,
konstituentif, dan teknis. Adapun dimensi normatif terdiri dari nilai, standar
dan sisi filosofis. Dimensi ini lebih memaksa masyarakat untuk peningkatan
sumber daya manusia melalui pendidikan yang ada. Dimensi normatif ini
butuh pada dimensi struktural yang berkaitan dengan pemerintah
(desentralisasi, sentralisasi, federal atau bentuk lain) atau satu organisasi,
butuh metode dan prosedur yang menegaskan mendukung kebijakan bidang
pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu atau kelompok
kepentingan yang menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi proses
pembuatan kebijakan. Dimensi teknis lebih pada menggabungkan
pengembangan, baik praktik atau implementasi sebagai evaluasi dari
pembuatan kebijakanpendidikan yang diambil oleh pemangku kebijakan.??
Berbagai kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan

pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan

2! pendapat al-Mawardi sesuai dengan teorinya ini, tidak menganggap kekuasaan kepala negara
sebagai sesuatu yang suci. Namun demikian, Mawardi juga menekankan kepatuhan terhadap
kepala negara yang telah dipilih. Lihat terj. Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah
ad-Diniyyah (Kairo, Tp, 1973), 6.

22 Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan, (Yogyakarta; ar-Ruz
Media, 2011), 19-20.



pemerintah menunjukkan hal-hal sebagai berikut (1) kebijakan tidak semata-
mata dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, (2) aktor di luar pemerintah
harus diperhatikan aspirasinya dan (3) faktor yang mempengaruhi harus dikaji
sebelumnya.?

Secara lebih lanjut baik Winarno maupun Wlilian N. Dunn membagi
lima tahap kebijakan yakni (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan,
(3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan dan (5) penilaian kebijakan.
Lima tahap kebijakan ini harus memperhatikan tiga hal pokok yaitu (1)
pemerintah, (2) aktor-aktor diluar pemerintah (kepentingan kelompok atau
penekan) dan (3) faktor-faktor lain selain manusia yang berupa sumber daya
alam baik yang akanmaupun yang telah memengaruhi suatu kebijakan. **

Berbagai kebijakan publik bidang pendidikan adalah keputusan yang
diambil bersama-sama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah untuk
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan seluruh warga
masyarakat. Seperti anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga
kependidikan, pengembangan professional staf, tanah dan bangunan,
pengelolaan sumber daya dan berbagai kebijakan lain baik langsung atau tidak
langsung bersentuhan dengan bidang pendidikan.?

Perumusan kebijakan menjadi filter yang mampu mencerna masalah
yang timbul dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu kebijakan publik

untuk pendidikan bisa dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu; (1) Ada

2 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Medpress, 2005), 17.

William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2000),
lihat juga Winarno, Teori. 21.

> Armida Alisyahbana S. “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan dalam Jurnal Analisis
Sosial, Vol. 5 No. 1 (Januari 2000).
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kebijakan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi esensial dari sekolah dan
lembaga-lembaga pendidikan. Sebagian dari kebijakan ini berhubungan
dengan kurikulum, tetapi ini meliputi kebijakan yang berhubungan dengan
penetapan tujuan dan sasaran, rekrutmen dan penerimaan pendaftaran siswa,
penilaian siswa, penghargaan dalam bentuk ijazah, diploma, dan disiplin
siswa. (2) Ada kebijakan yang berkenaan dengan penetapan, struktur dan
pengaturan lembaga individual dan sistem pendidikan yang menyeluruh atau
sebagian. (3) Berhubungan dengan rekrutmen; pekerjaan, promosi, supervisi
dan remunerasi seluruh staf, tetapi terutama kategori-kategori berbeda dari
para profesional. (4) Kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi
sumber keuangan dan ketentuan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan
atau belanja rutin.?

Berbagai konsep kebijakan pendidikan dengan pola relasi elite
pesantren dengan mengkorelasikan pada konsep yang tersebut diatas maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan berbagai
pandangan baik berupa perbedaan yang mengemuka saat ini. Sebenarnya
ketika seorang yang berada di pucuk pimpinan pesantren terlibat dalam politik
praktis atau mungkin masih bisa akan tetap merawat pesantren dan eksis
menjadi tumpuan masyarakat tanpa harus menjadi pemain dalam kancah

politik peraktis atau mungkin ada yang bermain dibalik layar, namun

% Arif Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.
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sebenarnya punya relasi yang kuat dengan suatu tokoh dipucuk pimpinan
dalam suatu pemerintahan.?’

Pandangan Michael Foucault dalam teori kekuasaan ada lima pola
relasi antar kelompok yakni (1) akulturasi dua kelompok berbaur dan berpadu,
(2) Dominasi satu kelompok yang menguasai kelompok lain, (3) paternalisasi
dominasi kelompok pendatang terhadap penduduk asli, (4) integrasi adalah
berupa pembauran yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan (5) pluralisme
yakni berupa kondisi masyarakat yang majemuk baik secara sosial dan
politik.® Berbicara mengenai pola relasi elite pesantren yang menjadi bagian
yang sangat penting bagi kehidupan lingkungan Kiai sebab ia merupakan
tempat untuk mengembangkan dan melestarikan ajaran, tradisi dan
pengaruhnya secara luas di berbagai lapisan masyarakat.?

Relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan di Kabupaten
Sumenep, peneliti melihat setidaknya ada lima hal yang punya kecenderungan
dengan diawali berbagai hal sebagaimana berikut:

1. Adanya kharisma sebagian elite pesantren yang masih ada dan menjadi
rujukan untuk memilih dengan suatu argumentasi tidak etis karena ada
hubungan spriritual (guru dan murid). Hal ini hampir terjadi diberbagai

pesantren salaf di Sumenep.

27 Butuh solidaritas kolektif yang diikat oleh kesatuan visi, misi, sejarah, tanah air dan bahasa.
Lebih jelasnya lihat Ibnu Khaldun, Mugaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1986), 31.

%Michael Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, terj. Rahayu S Hidayat (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2008), 112.

% Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama (Yogykarta: LKiS,
2007), 93-94.
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2. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh elite pesantren dapat
berafiliasi dengan yang punya kuasa (pemerintah). Afiliasi berupa relasi
seperti yang tejadi di pesantren an-Nugayah Guluk-Guluk daerah
Lubangsa raya. Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka, Bluto. Pesantren
Agidah Usymuni Tarate Sumenep. Pesantren al-Aswaj Ambunten dan
Pesantren al-Karimiyah Beraji Gapura.

3. Para santri dapat diarahkan pada sebuah organisasi atau partai politik atau
bahkan calon tertentu. Keterjadian ini terjadi diberbagai pesantren yang
punya relasi dengan partai politik sebagaimana tersebut di atas.

4. Penyampaikan doktrin politik melalui pendidikan dan pembelajaran para
elite pesantren kepada para santri. Kecenderungan ini muncul dengan
diselipkan dalam pendidikan pesantren pada waktu interaksi pembelajaran
yang dicoba dikorelasikan dengan ideologi politik tertentu.

5. Dakwah dalam organisasi kemasyarakatan sering menjadi sarana
sosialisasi dengan argumentasi tidak langsung berupa selipan ucapan
dalam kegiatan bersama masyarakat baik dalam organisasi formal atau
organisasi non formal seperti mingguan atau bulanan.

Secara akademik dampak dari kecenderungan relasi elite pesantren
seperti di atas dimaknai sebagai bagian dari transformasi sosial dan sarana
eksistensi aktor dalam legitimasi kultural pada kelas sosial (legitimate

culture performs in class relations) yang melingkupi eksistensi aktor
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1.3 Oleh karena itu dalam realitas sosial kekuasaan

dalam realitas sosia
selalu mengalami proses mengubah, memperkokoh dan
memutarbalikkannya,®! atau dalam perspektif Giddens, sebagai bagian dari
reproduction of locality yakni suatu proses pendefinisian ulang ruang atau
bahkan pembangunan ruang dengan tujuan untuk menjamin pelestarian
dari kekuasaan kelompok yang memerintah.

Hal yang sering terjadi dalam dunia politik, orientasi kekuasaan
sering menjadi segala-galanya dan menggunakan berbagai cara demi
mencapai kekuasaan. Salah satunya menggunakan agama. Hal ini terjadi
di Indonesia termasuk Sumenep mengingat Indonesia merupakan Negara
plural, sehingga para elite pesantren yang dianggap memiliki otoritas
untuk menafsirkan agama menjadi bagian penting dalam pengambilan
keputusan dan memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan
masyarakat.>®

Salah satu contoh yang terjadi di Sumenep terkait politik dan
kebijakan pendidikan Islam. Seperti yang diungkapkan oleh praktisi
pendidikan Moh. Ersyad ia selaku ketua Dewan Pendidikan Sumenep
Bupati harus memilih Kepala Dinas (Kadis) yang bekualitas. Di mana

yang terjadi di internal Dinas Pendidikan masih banyak proses dipilih dan

terpilih tidak berdasarkan kompetensi atau jenjang karir namun hanya

“Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste (New York:
Routledge, 2006), 12

3'Michael Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, terj. Rahayu S Hidayat (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2008), 121.

*2|rwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.
%% Abuya Busyro Karim, Indonesia & Globalisasi (Yogyakarta: Raja Pilar Politika, 2005), 56-57.
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lebih pada kepentingan politik semata dan ini faktanya saat ini yang

menjadi Kadis adalah orang yang berasal dari elite pesantren.

Hal ini juga ditegaskan oleh Abrari Alzail wakil rakyat yang
sekarang adalah Wakil Ketua Komisi Il DPRD Sumenep dalam
rekrutmen pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Sumenep ia
menemukan ada pejabat struktural yang diangkat tidak berdasarkan Daftar
Urusan Kepangkatan (DUK), ada berdasarkan kompetensi dan
integritasnya, tetapi dia direkrut karena ada yang membawa ke Bupati.
Padahal seharusnya secara hirarki pejabat diangkat dan dimulai dari
eselon. Sedangkan faktanya ada suatu kebijakan ini diselipkan
(eselloraki).>

Merespons fakta yang terjadi pada elite pesantren di Sumenep
esensi kebijakan pendidikan diperoleh melalui suatu proses pembuatan
kebijakan dalam hal ini unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sesuatu
dari sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan langsung
atau tidak langsung kepada sistem sosial dalam membuat sasaran
sistem.

2. Proses pembuatan keputusan harus memperhatikan faktor lingkungan
eksternal, masukan (input), proses (transformasi), keluaran (output),
dan umpan balik (feedback) dari lingkungan kepada pembuat

kebijakan.

% Majalah ‘Suara Pendidikan’ edisi. Tahun 111/2013, 17.
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Secara khusus melihat adanya kecenderungan yang muncul dari
relasi elite pesantren dan kekuasaan menjadi kajian keilmuan yang lebih
dinamis dengan memadukan, mempertentangkan teori serta mensintesa
dengan mengambil kesimpulan dalam teori-teori sosial dengan paradigma
berbasis ke-Islam-an sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan, terutama hal-hal yang berhubungan
dengan pesantren dan politik dalam relasi elite pesantren tentang kebijakan
berbagai kebijakan secara khusus kebiajakan pendidikan pendidikan Islam.

Melihat ini semua tentunya harus ada seleksi dalam melihat
fenomena elite pesantren dengan kebijakan pendidikan di Sumenep
dengan menelaah secara komperhensip tentu dilakukan objektif berupa
penelitian ilmiah dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan
dengan berbagai usaha melakukan kajian dari berbagai dimensi sehingga
peneliti tertarik dan menentukan judul, “Pesantren dan Politik, Relasi Elit
Pesantren dengan Kebijakan Pendidikan Islam di Sumenep”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian tentang pesantren dan politik:
relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan di Kab. Sumenep ini
menfokusan pada relasi elit pesantren dengan pemangku kebijakan sebagai
posisi sentral dan dapat melakukan implementasi kebijakan dengan konsep
yang diimplementasi dan termanifestasikan demi kemajuan pendidikan. Hal
ini penting karena sejak reformasi pada tahun 1998 banyak elite pesantren

bertarung untuk merebut kursi legislatif ini terjadi sejak dilakunnya sistem
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multi partai di awal reformasi. Selanjutnya pada tahun 2000 elite pesantren
Sumenep maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Bupati), dimana
hingga saat ini posisi sentral pemangku kebijakan di Sumenep dipegang oleh
elite pesantren. Walaupun juga masih ada para elite pesantren yang tetap
eksis di pesantren dan tidak aktif dalam politik praktis dan berbagai jabtan
birokrasi.

Batasan masalah berusaha melihat relasi elite pesantren anggota
legislaif dan pihak eksekutif tidak boleh dipahami dikromis, namun berjalan
secara dealektis. Batasan ini penting dan tidak bisa dilepasakan dari proses
politik dengan merepresenatsikan diri sebagai wakil rakyat dan pemangku
kebijakan dalam struktur kekusaan dalam manifestasi berupa kebijakan.
Perjalanan elite pesantren dalam proses perjalan politik berada dalam arena
sosio-kultural dan struktural. Hal ini adalah merupakan suatu penegasan
pencairan ideologis dan politik identitas tentu tidak bisa dijelaskan dari proses
politik yang termanifestasi dalam bentuk kebijakan bahwa demokrasi polotik

pasca orde baru sangat dinamis.

C. Rumusan Masalah
Secara khusus penelitian ini ingin menjawab bagaimana pesantren dan
politik pendidikan yang berkembang di Kabupaten Sumenep dalam berbagai
pola relasi elite pesantren tentang pemangku kebijakan pendidikan secara
umum dan kebijakan pendidikan Islam pesantren dan secara khusus lagi
dalam hal ini dapat peneliti rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai

berikut:
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1. Bagaimana pola relasi elite pesantren yang terjadi di Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana relasi elite pesantren dengan implementasi kebijakan di
Kabupaten Sumenep?

3. Bagaimana respons masyarakat tentang relasi elite pesantren dan

implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep?

D. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan ingin mengungkap pesantren dan politik dalam
pola relasi elite pesantren tentang kebijakan pendidikan Islam khususnya
daerah Sumenep. Penelitian ini akan dijelaskan relasi elite pesantren sebagai
pemimpin pesantren ketika dihadapkan dengan realitas politik, terutama pada
aktivitas kepemimpinan seperti halnya peran sosialnya yang dikenal sebagai
pengayom dan pendidik umat. Oleh karena, itu tujuan studi lapangan ini
dimaksudkan sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis pola relasi elite pesantren yang terjadi di Kabupaten
Sumenep.
2. Untuk menganalisis relasi elite pesantren dengan implementasi kebijakan
di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk menganalisis respons masyarakat tentang relasi elite pesantren dan
implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Riset ini diharapkan akan memberikan sumbangan dan dinamika
teoretik dalam studi interdisiplinir dalam pesantren dan politik dalam pola
relasi elite pesantren terhadap kebijakan pendidikan Islam di Kabupaten

Sumenep.
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Hal ini sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti dan berbagai
matakuliah metodologi yang diajarkan dalam proses pembelajaran studi-
studi ke-Islam-an. Oleh karena itu, diharapkan dengan mengetahui relasi
elite pesantren dan politik dalam dalam pola relasi elite pesantren terhadap
kebijakan pendidikan Islam khususnya daerah Sumenep, sehingga
penelitian ini sebagai modal akan dapat dikembangkan dalam penelitian-
penelitian selanjutnya dengan melakukan kritik ulang terhadap berbagai
konsep dan teori yang berkaitan dengan pesantren dan politik dalam pola
relasi elite pesantren terhadap kebijakan pendidikan Islam di daerah
Sumenep dan Madura pada umumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan berbagai penemuan-
penemuan baru atau minimal dapat mengembangkan penelitan
sebelumnya dalam penelitian studi-studi ke-Islam-an dengan memadukan
teori-teori politik dengan teori keilmuan lainnya, seperti teori kebijakan
pendidikan, sosiologi pendidikan dan illmu pendukung lainnya seperti
manajemen pesantren dan birokrasi. Secara khusus diharapkan muncul
disiplin  keilmuan yang lebih  dinamis dengan memadukan,
mempertentangkan teori serta mengambil kesimpulan dalam teori-teori ke-
Islam-an sehingga dapat menjawab berbagai macam persoalan sosial
politik kemasyarakatan dan keagamaan yang terjadi, terutama berkaitan
dengan hal-hal yang berhubungan dengan pesantren dan politik pendidikan
dalam mencari relasi elite pesantren tentang kebijakan pendidikan

Sumenep.
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E. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang pendidikan pesantren murni baik yang didasarkan
lebih pada hubungan secara kekuasaan politik, ekonomi sosial budaya adalah
sebagai berikut;

1. Penelitian Disertasi Abdul Halim Subahar dengan judul ‘“Pondok
pesantren di Madura; Studi tentang proses tranformasi kepemimpinan
Akhir Abad XX Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
Penelitian ini merupakan suatu kajian pesantren di Madura terkait
bagimana konsep kepemimpinan yang butuh terhadap pemahaman seorang
pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan pesantren yang lebih
transformatif tidak rigit hal ini dibarengi, karena perubahan era dari Orde
Baru ke Orde Reformasi yang sarat dengan kebebasan publik, sehingga
kepemimpinan pesantren harus dapat mentransformasi nilai yang lebih
energik dengan berbagai terobosan pendidikan pesantren yang inovatif di
tengah kepungan berbagai konsep pendidikan yang ditawarkan.*

2. Penelitian oleh Mastuhu tentang “Dinamika sistem pendidikan Pesantren”
pada tahun 1989. Penelitian ini menggunakan model multi-site study
dimana dalam hal ini disetiap tujuan baik kurikulum, kiai, santri langsung
dikomparasikan antar pondok pesantren kemudian direkap lalu dilakukan
dianalisis sehingga arah telaah penelitiannya lebih pada meneropong dan

menelaah dinamika pendidikan pesantren.*®

% Subahar, Halim, Abdul. “Pondok pesantren di Madura; Studi tentang proses Tranformasi
Kepemimpinan Ahir Abad XX”. Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
% Mastuhu. “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Penelitian” Disertasi tahun 1989.
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3. Penelitan Disertasi oleh Ridlwan Nasir tentang “Dinamika Sistem
Pendidikan Studi di Pondok-Pondok Pesantren Kabupaten Jombang Jawa
Timur” pada tahun 1995 penelitian ini arah telaahnya adalah pada sistem
pendidikan yang meliputi: model pendidikan pesantren, model pendidikan
madrasah, model pendidikan Sekolah umum dengan membandingkan tiga
model pendidikan tersebut mana yang lebih ideal dalam membentuk
kepribadian santri. Penelitian ini menggunakan multi-case study di mana
pada setiap lembaga pendidikan pada masing-masing pesantren ditelaah
dinamikanya sebagai asas untuk dianalisis dengan satu kesimpulan.®’

4. Achmad Patoni, “Peran Kiai Pesantren dalam Pratai Politik” Disertasi
Unmer, Malang 2007. Peran kiai dalam partai politik ada beberapa bentuk.
Pertama, sebagai aktor politik seperti tim sukses, sekaligus juru kampanye
pada partai tertentu. Kedua, sebagai pendukung. Pada peran ini kiai
mendukung partai tertentu. Ketiga, partisipan. Pada peran Kkiai
memberikan restu terhadap calon tertentu dan tidak terlibat aksi dukungan
atau tim sukses. Kiai pesantren sebagai agent of social control menuju
tegaknya amar ma’ruf nahi mungkar Ketika terjun dalam suatu partai
politik dan dukungan tertentu.*®

5. Penelitian oleh Ali Maschan Moesa “Nasionalisme Kiai; Konstruksi sosial
berbasis agama” dimana pada tahun 1999 negara Indonesia diliputi
semangat reformasi dimana nasionalisme kiai adalah pemahaman

keterikatan (al-ashabiyah) oleh sekelompok orang dalam letak geografis

¥ Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus
Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
% Achmad Patoni, “Peran Kiai Pesantren dalam Pratai Politik” Disertasi Unmer Malang 2007.



21

tertentu. Konstruksi kiai Negara-negara bangsa (nation state) seringkali
mengalami kerancuan, sebab pada level praksis dalam politik terjadi
pemaksaan kongruensi antara nation sebagai unit sosial dan state sebagai
entitas politik. Perkembangan nasionalisme Indonesia dalam konstruksi
para Kiai belum selesai ketika Negara-bangsa Indonesia diproklamasikan
pada tahun 1945. Hasil penelitian ini membagi konstruksi Kiai terbagi
menjadi tiga tipologi, yaitu: Kiai fundamentalis, Kiai moderat sebagai
kelompok mayoritas dan Kiai pragmatis.*

Penelitian oleh Imam Suprayogo tentang “Kiai dan Politik; Membaca
Citra Politik Kiai” dalam penelitian ini terungkap bahwa orentasi Kiai
ternyata begitu variatif, tidak seperti yang diduga selama ini cenderung
monolitik. Hasilnya ada sebagian Kiai yang menitik beratkan pada
pengembangan spiritual, sementara yang lain lebih pada aspek politik
bahkan adapula Kiai yang lebih pada aspek pemberdayaan masyarakat.
Hal ini terjadi karena berbagai latar belakang pendidikan kiai tersebut
apakah memiliki pendidkan ganda dengan latar belakang pendidikan
agama dan umum dan bahkan ada yang memiliki pemahaman
komperhensip baik aspek kognisi keagamaan maupun pemahaman
terhadap masyarakat itu sendiri. *°

Penelitian Disertasi Tatik Hidayati dengan judul “Nyai Madura: Studi

Hubungan Patron-Klien Perempuan Madura Setelah Keruntuhan Orde

%Ali Maschan Moesa, “Nasionalisme Kiyai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama” (Yogyakarta:
LKiS, 2007).
0 lmam Suprayogo, Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai (Malang: UIN Maliki Press,

2009).
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Baru (1998-2008)“. Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
Penelitian ini menginformasikan bahwa Nyai (istri Kiai) punya pengaruh
di masyarakat, terutama sesama kaum hawa yang statusnya dalam
stratifikasi sosial sama dengan sang Kiai. *

8. Penelitian Disertasi Sutikno dengan judul “Etika Politik era Demokrasi
Lokal (Studi atas Pemikiran dan aksi Etika Politik Legislator Muslim
Pereode 2009-2014)”. Disertasi UIN Sunan Ampel 2014. Penelitian ini
berupa pemikiran etika politik yang berupa konseptualisasi dari proses
perjalanan karir politik yang tidak lepas dari aspek pendidikan, interaksi
Sosial dan kultural dengan berbagai pihak, sedangkan aksi politik
merupakan manifestasi dari konsepsi etika politik baik dalam konteks
politik praktis di lembaga struktual maupun arena sosial kultural.*?

9. Peneliti lain adalah Abdur Rozaki menghadirkan orang berpengaruh yang
berasal dari kalangan Blater (Jawara) Madura. Bagi Abdur Rozaki ada dua
kekuasaan yang bertolak belakang pada masyarakat Madura, yaitu Kiai
dan Blater. Dua tokoh ini memiliki modal sosial yang direproduksi oleh
masing-masing sosok tokoh dalam komunitasnya. Jika kekuasaan Kiai
direproduksi melalui media haul (satu tahun kematian) dengan
mendatangkan akumulasi kapital melalui santri dan pengikut yang

membawa beras, jagung, gula, maka blater memperbaharui kekuasaan

melalui remo (kompolan jagoan), kerapan sapi dan lain sebagainya. Hal

* Tatik Hidayati, “Nyai Madura: Studi Hubungan Patron-Klien Perempuan Madura Setelah

Keruntuhan Orde Baru (1998-2008)”. (Desertasi: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

*2 Sutikno. “Etika Politik era Demokrasi Lokal (Studi atas Pemikiran dan aksi Etika Politik
Legislator Muslim Pereode 2009-2014”. (Disertasi UIN Sunan Ampel 2014).
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yang menarik dari penelitian ini relasi kuasa pada Kiai yang dibungkus
dengan motif ekonomi dan sosial keagamaan dipertautkan dengan
kharisma Kiai dalam struktur kekuasaan masyarakat Madura. +3
10. Merujuk ada penelitian Horikoshi tentang pemimpin pesantren yang
memberikan gambaran penting Kiai sebagai tokoh yang penting dalam
mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Banyak yang terjadi di
msayarakat Kketerbatasan dalam memperoleh akses berbagai informasi,
jaringan politik, pengetahuan keagamaan membuat Kiai menjadi penting
bagi masyarakat. “* Sosok Kiai sebagai orang yang berpengaruh dengan
otoritas ilmu-ilmu keagamaan serta Kiprah sosialnya tidak hanya
berpengaruh pada tingkat pemberdayaan masyarakat di pedesaan, namun
menjadi bagian penting demokratisasi pada tingkat pedesaan serta
pembelajaran dalam politik kultural secara nasional. Peran ini ditopang
pula dengan sosok Kiai yang memiliki kekuatan karismatik, jaringan
kekerabatan antara ulama serta memiliki basis organisasi yang mengakar
mulai dari tingkat pusat sampai pedesaan di Sumenep khususnya, yaitu
Nahdlatul Ulama (NU).
Hal yang berbeda dengan daerah Jawa yang lebih subur, struktur tanah
di Sumenep dengan musim hujan dalam kurun waktu enam bulan
mengisyaratkan pertemuan masyarakat semakin jarang sehingga tanah
yang terdiri dari tegalan dan pegunungan dengan sedikit dataran tersebut

semakin gersang dan tandus. Hal ini akan berpengaruh terhadap pergaulan

“Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 117.
* Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perbaruan Sosial (Jakarta: P3M, 1987).
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dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura khususnya Sumenep
Namun, hal menarik dari penemuan Kuntowijoyo menyebut adanya
pertautan dalam struktur masyarakat tegalan di Madura yang dipengaruhi
oleh faktor-faktor keagamaan. Meskipun jarang mengadakan pertemuan
dalam konteks persoalan-persoalan ekologis, mereka mengadakan
pertemuan wajib yang diikat dengan ketaatan akan urgennya ajaran agama
(Islam).

Diskursus tentang peningkatan mutu dalam ranah pendidikan Islam
merupakan tema selalu menarik, terutama ketika gelombang modernisasi
pendidikan Islam telah berjalan dan mempengaruhi institusi-institusi
pendidikan Islam, tak terkecuali pendidikan pesantren tradisional dan semi

tradisional.

Masalah pelaksanaan pendidikan antara pesantren dan masyarakat
Madura ini dari hal juziyat dapat dijumpai misalnya pada shalat Jum’at.
shalat yang dilakukan secara bersama-sama ini dengan syarat tidak boleh
kurang dari empat puluh orang laki-laki dewasa menunjukkan adanya
hubungan yang dilandasi oleh faktor keagamaan. Melalui pertautan inilah
timbul tokoh dalam masyarakat yang berasal dari kelompok agamawan.
Tokoh ini kemudian menjadi pemimpin bagi kelompok tersebut.
Pemimpin yang berasal dari masyarakat ini dikenal dengan istilah Kiai.

Sedangkan penelitian tentang Pesantren dan politik; relasi elite
Pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep berusaha

menggali secara mendalam tentang bagaimana ketika elite pesantren
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berada dalam pusaran politik. Termasuk melihat relasi elite pesantren yang
tidak aktif dalam politik dan tidak ada di wilayah birokrasi. Penelitian ini
akan diperkaya dengan berbagai kasus pesantren yang punya afiliasi
politik dengan birokrasi atau pemerintah setempat akan ada keistimewaan
kebijakan pada pesantren yang punya relasi yang lebih mendalam seperti
simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan baik terikat dalam
hubungan pribadi atau kelompok baik berupa kesamaan organisasi atau
lain sebagainya.

Para elite pesantren yang punya relasi politik inilah yang punya
modal yang diperhitungkan dengan modal-modal penting dalam realitas
sosial seperti modal simbolik, modal kultural dan modal ekonomi yang
dimiliki oleh para elite pesantren secara kusus Sumenep yang masih cukup
kental dengan nuansa patuhnya terhadap para pemimpin. Peneliti tertarik
untuk meneliti relasi elite pesantren dalam lingkup pesantren terkait
dengan kebijakan, dimana relasi elite pesantren berarti akan menjadi hal
yang kadang tak terpisahkan antara pesantren dan politik. Relasi elite
pesantren menduduki posisi penting dalam kehidupan sosial keagamaan
dan sosial kemasyarakatan.*

Simbol keagamaan dalam pada itu sehari-hari menjadi bagian dari
relasi kuasa antara orang maupun kelompok dalam masyarakat. Dimana
gambaran tentang kekuasaan tidak hanya bermakna terhadap struktur

politik yang dilembagakan dalam realitas kekuasaan maupun kultural yang

*Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiyai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama (Yogyakarta: LKi$S,
2007), 1.
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telah menjadi tradisi dan mengandung unsur dominasi dalam masyarakat,
namun kekuasan berhubungan pula dengan asal muasal kekuasaan tersebut
terjadi, dilestarikan, dipelihara dan direproduksi sebagai bagian dari
legitimasi kultural dan struktural dalam masyarakat. Dalam konteks ini
kekuasaan dalam perspektif Michael Foucault memiliki makna yang
kompleks dan luas dalam realitas sosial yakni :
“Pertama, sebagai bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di
bidang hubungan kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-
unsur pembentuk dan organisasinya; kedua, permainan yang dengan
jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah,
memperkokoh dan memutarbalikkannya; ketiga, hubungan kekuatan
yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau sistem,
atau sebaliknya, kesenjangan dan kontradiksi yang saling
mengucilkan; terakhir, strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan
itu berdampak, dan rancangan umumnya atau Kristalisasinya dalam
lembaga terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum dan
hegemoni sosial.”*®
Kekuasaan elite pesantren di Sumenep dalam penelitian ini dimaknai
sebagai bagian dari transformasi sosial dan sarana eksistensi aktor yang
memnyai pengaruh yang diperhitungkan dalam legitimasi kultural pada kelas
sosial (legitimate culture performs in class relations) yang melingkupi
eksistensi aktor dalam realitas sosial.*’ Oleh karena itu dalam realitas sosial
kekuasaan selalu mengalami proses mengubah, memperkokoh dan

memutarbalikkannya,*® atau dalam perspektif Giddens, sebagai bagian dari

reproduction of locality yakni suatu proses pendefinisian ulang ruang atau

**Michel Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, terj. Rahayu S Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2008), 121.

*“'Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste (New York:
Routledge, 2006), 12.

*®Foucault, Ingin Tahu., 121.
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bahkan pembangunan ruang dengan tujuan untuk menjamin pelestarian dari
kekuasaan kelompok yang memerintah.*

Secara relasi kuasa para elite pesantren Sumenep terbangun dalam
hubungan yang lama dan dekat bahkan kerabat yang sangat kental. Tidak saja
dalam rangkaian hubungan sehari-hari yang biasa dilakukan, namun juga
dikonstruksi dalam realitas sosial keagamaan, ekonomi bahkan politik melalui
media-media tradisi keagamaan serta proses sosial kebudayaan yang berjalan
dengan wajar dalam kehidupan sehari-hari Sumenep. Perlu dicatat tentunya
hal yang cukup diperhitungkan adalah pada itu relasi kuasa mencapai
keutuhannya yakni mencapai efektivitas pada tataran kekuasaan dan
produktivitas pada tataran pengetahuan.>

Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dibangun oleh para
elite pesantren dikonstruksi secara perlahan-lahan dalam realitas sosial yang
dibangun ada juga melalui pola-pola kesadaran dan ketidaksadaran yang
dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kebermaknaan kekuasaan menjadi
bagian yang terbangun dari relasi yang memiliki makna melalui bangunan
yang dilembagakan secara formal atau dapat juga secara informal yang

berkembang secara tradisi di masyarakat.

F. Metode Penelitian
Hal yang urgen dalam suatu penelitian, menurut Saptari dan Holzner,

termasuk para elite pesantren dalam penelitian ini adalah ingin mengungkap

“Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.
*lbid.,134.
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pengalaman-pengalaman dan kematangan kiprah kepemimpinan para elite
pesantren yang dipertanyakan dari realitas sosial.>> Berkenaan dengan
penelitian ini ada dua hal yang menjadi persoalan penting dalam penelitian
para elite pesantren dalam suatu komunitas yakni bagaimana hubungan antara
peneliti dengan lokasi penelitian serta aktivitas secara akademis dalam
lingkup penelitian dan obyektivitas menuangkan pengalaman penelitian
secara objektif berkenaan dengan studi akademis.®* Sedangkan penelitian
kebijakan sepenuhnya bisa deskriptif-analisis, hubungan kausal eksperimen
natural dan partispatori.> Hal ini menuntut peneliti untuk menjawab rumusan
masalah melalui pengumpulan data dan berbagai sumber data apa saja atau

mana saja untuk keperluan penelitian.>

1. Lokasi Penelitian
Peneliti sudah sejak awal mulai membaca dan mengkaji referensi
berkenaan dengan buku, dokumentasi serta hasil penelitian tentang
Sumenep. Masyarakat yang sedikit heterogen dengan ajaran keagamaan
yang kental mengarahkan peneliti pada kontestasi elite lokal pada
masyarakat Madura secara umum dan Sumenep secara khusus. Dengan
berbagai pertimbangan akademis peneliti menjatuhkan pilihan dengan

mengkaji kebijakan para elite pesantren sebagai pemangku kebijakan,

51 i

Ibid., 241.
52Edgar F Borgatta, Rhonda JV Montgomery, Encyclopedia of Sociology, Edisi 2 Volume 3 (New
York: Mcmillan Reference USA, 2002), 241.
5% Nusa Putra dan Herdarman, Metodologi Penelitian Kebijakan (Bandung: Remaja Rosda karya,
2012), 67.
> Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Sidoarjo; Khazanah IImu, 2016), 410.
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yakni relasi para elite pesantren dalam kontestasi konteks realitas sosial,
pendidikan, dakwah dan bahkan politik yang menjadi fokus penelitian ini.

Alasan akademis ini membuat peneliti menelusuri kembali dalam
berbagai kesempatan, akhirnya peneliti menemukan adanya tulisan
berkaitan dengan eksistensi seperti tradisi keagamaan yang berlangsung
dalam kurun waktu yang relatif lama, dengan basis pengajian dan aktivitas
pendidikan langghar (semacam mushalla terbuat dari bambu) seperti di
daerah Sema, Lambi Cabi, Tenggina, Bandungan, yang sampai penelitian
ini berlangsung aktivitas pengajian dan pendidikan gaya langghar masih
dilakukan oleh kiai pedesaan di Sumenep dan biasa terjadi para elite
pesantren pesantren yang memiliki santri banyak biasanaya punya nilai
tawar yang diperhitungkan dalam berbagai hal termasuk dalam ranah
politik.>

Observasi penelitian disertasi ini menunjukkan para elite pesantren
dan aktivitas sosial keagamaan yang melibatkan para elite pesantren
tumbuh dengan subur, dimana para elite pesantren awalnya menjadi guru
langghar dan terlibat dalam berbagai kompolan yang berlangsung secara
bergiliran dari rumah ke rumah yang lain. Media ini membantu
menemukan asumsi awal bagaimana proses terjadinya elitisasi pada para
elit pesantren yang cenderung dihormati. Media ini akan membantu
peneliti untuk melihat dan menganalisis para elite pesantren dalam realitas

kancah perpolitikan dan kebijakan di Kabupaten Sumenep.

® Mien Ahmad Rifa’i, Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos kerja, Penampilan dan
Pandangan hidupnya seperti Dicitrakan Peribhasanya (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), xi
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Penelusuran lain  menunjukkan daerah ini  memiliki elite
keagamaan pesantren yang berhubungan secara nasab antara satu
pesantren dengan pesantren lain. Meskipun pelacakan terhadap ini
seringkali menemukan jalan buntu, namun pitutur lisan senantiasa
mengabarkan kepada peneliti bagaimana relasi kekerabatan ini menaikkan
harkat dan martabat antara Kiai satu dan Kiai di pesantren lainnya selalu
punya hubungan kekerabatan (ashabiyah). Jejaring ini pula yang
menghubungkan antara jejaring kekerabatan, relasi kuasa dan kekuasaan
serta aktivitas kultural melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial,
ekonomi, budaya serta politik dalam masyarakat khususnya Sumenep.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggali data-data khususnya berkaitan dengan
para elite pesantren Sumenep untuk itu penelitian ini dimulai dengan
keterlibatan peneliti dalam berbagai aktivitas para elite pesantren di
Sumenep. Untuk memperoleh data yang mendalam peneliti memang sejak
lahir dan tinggal di daerah dengan basis keagamaan yang cukup Kuat,
dengan tradisi pembelajaran pesantren semacam sorogan (morok),
pengajaran dan pengajian al-Qur’an serta kitab kuning/klasik (turats) atau
juga ajian tontonan®yang menjadi pegangan bagi masyarakat pedesaan.
Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung kegiatan
pembelajaran pesantren oleh para elite pesantren dengan pemangku

kebijakan pendidikan di Sumenep apakah berdasarkan pada eksistensi

% Sistem belajar yang langsung diikuti oleh santri dengan menirukan gurunya sampai hafal, ketika
hafal baru di naikkan dari materi yang diajari.
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serta konsistensi dari sikap yang diambil berupa kebijakan dengan tujuan
memajukan pendidikan atau malah sebaliknya.

Pendekatan penelitian  disertasi ini menggunakan pendekatan
etnografis®” dengan menggunakan pendekatan subjektif yaitu pandangan
dari dalam (inside view), tentang alasan yang mendasari para elite
pesantren sebagai suatu praktek sosial yang diwujudkan oleh para elite
pesantren Sumenep pendekatan ini membantu peneliti memahami makna
yang berada pada perilaku, ide ataupun gagasan.*®

Penelitian ini dapat mengungkap peristiwa kultural, yang
menyajikan pandangan hidup (point of view), pola relasi dan interaksi serta
kegiatan sosial subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pula
etnometodologi, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan
perilaku sosial masyarakat yang berkaitan dengan apa yang dilakukan
(cultural-behaviour), apa yang diketahui (cultural-knowledge), serta apa
yang digunakan (cultural-artefact).>

Hal penting dalam pada penelitian ini adalah berusaha memahami

bagaimana politik para elit pesantren Sumenep menggambarkan tata

>’ Secara umum wawancara etnografis mencakup proses yang berbeda namun saling terkait, yakni
menjalin hubungan dan menggali informasi. Perlu disadari tanpa adanya hubungan yang harmonis
dengan infoman etnografer tidak memperoleh informasi yang memadai. Sehingga apapun
pendekatan yang digunakan harus ditunjukkan oleh kesediaan informan untuk berpartisipasi.
Dalam perjalanannya hubungan dan partisipasi harmonis memerlukan waktu yang berbeda-beda,
bagaimana kemampuan etnografer dan pengaruh dari kebudayaan yang diteliti. Semakin kondusif
kedua unsur ini maka semakin singkat waktu yang diperlukan. Lihat Agus Salim, Teori dan
Paradigma Peneltian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 138.

Norman K Denzin dan Yvonnna S Lincoln, Handbook of Qualitative Research (London: Sage
Publications, 1994), 25.

%Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakasarasin, 1996), 94. Bandingkan
pula dengan Peter Banister, et.all., Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide
(Philadelphia: Open University Press, 1994), 35-48.
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kehidupan dengan lingkup sosio kultural yang mengitari kehidupan
mereka sebagai pemimpin pesantren.
3. Penentuan Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan single-site-studies, dimana hal ini
mengunakan satu lokasi dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini
menggunakan sumber informasi (informan) dengan melakukan seleksi
berdasarkan cerita (creation based selection), meliputi seleksi jarigan,
seleksi kuota, seleksi komparasi.®® Seleksi jaringan dimaksudkan
penentuan subyek penelitian didasarkan pada kriteria para elite pesantren
yang tinggal di Sumenep yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun di
lapangan kriteria ini fleksibel dengan ketentuan yang telah format sejak
awal dengan melihat pertimbangan-pertimbangan lain. Seleksi kuota
memiliki manfaat untuk menemukan dan menguraikan data tentang latar
belakang sosial budaya, aktivitas para elite pesantren Sumenep. Pada titik
ini data demografi yang digunakan adalah statistik desa dan statistik
kabupaten yang berada di Kabupaten Sumenep ataupun data yang
ditemukan di tempat lain serta berhubungan dengan aktivitas dan data
tentang para elite pesantren di Sumenep.

Oleh karena itu keterlibatan peneliti dalam para elite pesantren
Sumenep merupakan awal untuk menentukan subjek penelitian yang
sesuai dengan kriteria sehingga memperoleh data sesuai yang diharapkan

dari penelitian ini. Observasi awal serta wawancara informal dengan

®*Muhajir, Metode, 94.
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berbagai sumber dijadikan petunjuk awal untuk membuat daftar subjek
penelitian yang sesuai dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya yakni
mendatangi organisasi sosial keagamaan para elite pesantren Sumenep
Secara khusus peneliti menemui berbagai Guru Langgher atau guru ngaji
yang terlibat dalam organisasi.
4. Metode Pengumpulan Data
Instrumen penting dalam disertasi ini adalah panca indera
peneliti. Hal ini dilakukan dengan melihat dan memperhatikan,
mendengarkan aktivitas para elite pesantren Sumenep baik yang
berlangsung secara disengaja atau dengan cara mendatangi tempat
berlangsungnya acara ataupun silaturrahim serta sowan ke tokoh pemuda
dan tokoh masyarakat sekitar pesantren. Secara sengaja observasi dan
validasi data diperlukan dengan mengedepankan silaturrahim serta
mengikuti dan mengamati aktivitas para elite pesantren pada kumpulan-
kumpulan dan aktivitas keagamaan atau kegiatan seremonial lainnya. Hal
ini dilakukan dengan dibantu oleh teman peneliti yang banyak tahu
dengan memberikan informasi tentang para elite pesantren Sumenep atau
hal-hal berbagai peristiwa yang dialami atau data yang dicari sejak
observasi berlangsung.®*
Peneliti mengumpulkan data dengan observasi terlibat langsung
(participant observation) yang didalamnya peneliti terlibat langsung

turun kelapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu dilokasi

81 Awalnya peneliti adalah kagum pada kharisma Kiai, namun pada akhirnya dinamika Kiai mulai
disorot karena sejak era reformasi bergulir pesantren dituntut untuk berbenah lagi baik secara
kualitas dan kuantitas.
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penelitian.%? Peneliti juga melakukan wawancara secara bebas dan
mendalam (indept interview).%® Secara khusus peneliti mempersiapkan
diri dengan kemampuan Bahasa Madura yang halus dan sopan serta
pendekatan sosial melalui sowan ke berbagai pesantren yang dianggap
bisa memberikan informasi dengan menyamakan persepsi antara para
elite pesantren dan peneliti.

Selanjutnya peneliti yang memang tinggal bersama satu wilayah
kabupaten dengan subjek penelitian (live with in) serta tahu tentang
aktivitas para elite pesantren. Dalam hal ini peneliti lahir tepat pada 1985
di Sumenep dalam pandangan peneliti sejak tahun 1998 telah dewasa,
maka sejak itu adalah bergulirnya era orde baru ke orde reformasi mulai
terjadi kemerosotan walaupun ada juga yang tetap berbenah dengan
usaha yang signifikan dalam memperbaiki pendidikan pesantren di
Sumenep.

Sejak tahun 1998 peneliti merasa prihatin dan akhirnya
melakukan observasi, wawancara, cross-check data, ataupun interpretasi
terhadap data-data yang diperoleh sebelumnya, dimana pertemuan dan
berbicra (nyator) dengan tokoh pemuda atau tokoh masyarakat yang
merasa miris pada kondisi yang terjadi. Peneliti melakukan face to face
(wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan.* Meskipun kendala

ini seringkali terjadi, namun disiasati dengan wawancara yang tidak

62John W. Creswell, Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2013), 267.

%33 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), 128-130.

® Creswell, Research., 267.
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terstruktur dengan berbagai informan dengan menggali informasi melalui
“informal-interviewing”® baik berupa pertanyaan-pertanyaan secara
umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (openended)
yang dirancang memunculkan pandangan-pandangan dan opini
partisipan.®® Ada istilah Madura dikenal dengan istilah moy-tamoyan
tentunya sambil nyator,®” dengan beberapa tokoh dalam berbagai acara
mulai dari resepsi pernikahan, suunatan anak, tahlilan, pelatihan, setelah
shalat berjemaah di masjid, ataupun sowan ketika silaturrahim ke pondok
atau ke rumah (dhalem) tokoh pemuda ataupun masyarakat.

Oleh karena itu dalam menggali data peneliti membutuhkan
waktu yang relatif lama dan terputus-putus dengan tidak mengabaikan
informasi yang diperoleh meskipun relatif dianggap tidak penting lalu
ketika pada tahapan analisis data tersebut menjadi serangkaian peristiwa
yang menarik dan penting untuk dibahas dalam riset ini. Dalam konteks
ini peristiwa ataupun data yang diperoleh berada pada lokasi yang jauh
dari lokasi penelitian, baik di daerah perbatasan pedesaan lain ataupun
kecamatan Sumenep yang berbeda namun masih di daerah kabupaten
Sumenep ataupun kabupaten lain di Madura. Hal yang paling penting
yang perlu menjadi penekanan adalah data ataupun peristiwa tersebut

memiliki hubungan dengan keadaan dan sosio kultural para elite

%Bernard H Russel, Research Methods in Antrophology: Qualitative and Quantitative Approaches
(Walnet Creek: Altamira Press, 1995), 256.

®Creswell, Research., 267.

%Nyator adalah istilah untuk tradisi mengobrol yang tidak formal pada acara silaturrahim antara
tetangga dekat rumah. Biasanya tuan rumah dapat menyambut tamu di ruang yang tidak formal,
seperti lesehan di Mushalla atau secara lesehan emperan rumah tanpa rasa malu karena tidak ada
yang harus ditutupi pada tamu ataupun tetangga dan bersifat kekeluargaan dan persahabatan.
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pesantren, sehingga peristiwa yang awalnya tidak menjadi bagian utuh
menjadi rangkaian kejadian yang mendukung data ketika peneliti
melakukan interpretasi ulang terhadap analisis dan keadaan data maupun
peristiwa.

Pencatatan dengan menggunakan field-note menjadi bagian
penting dalam penelitian ini. Setiap peristiwa ataupun kejadian dari cerita
tentang elit pesantren, merupakan informasi berharga bagi data awal
dalam membandingkan dan menganalisis data yang telah diperoleh
sebelumnya. Data yang telah diperoleh tidak hanya didiamkan sebagai
data final dalam penelitian, data tersebut senantiasa dilakukan
reinterpretasi dengan melihat data lain dengan diklasifikasikan pada data-
data penting lainnya. Reinterpretasi terhadap data sebelumnya menjadi
bagian yang tidak pernah selesai dalam penelitian.

Data awal menunjukkan bahwa para elite pesantren sebagai agen
sosial keagamaan memiliki jejaring kekerabatan yang kuat pada elit
pesantren dan tokoh masyarakat di Sumenep karena keturunan langsung
dari kiyai sebagai pemimpin pesantren yang seharusnya tidak hanya
memiliki kemampuan pengetahuan keagamaan namun juga sebagaian
memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang cukup besar dan
diperhitungkan dengan kekerabatan dan potensi politik tersebut, para
elite pesantren memiliki otoritas dan motivasi untuk senantiasa
menunjukkan dinamika dan eksistensi serta potensinya dalam melakukan

gerakan-gerakan pembaharuan dan pemberdayaan terhadap masyarakat
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Sumenep dengan kekerabatan yang kuat dan menyebar di berbagai
pesantren kecil dan besar serta ditopang dengan ekonomi yang kuat pula
memungkinkan para elite pesantren memperoleh legitimasi kultural
dalam setiap fatwa keagamaan baik dalam mendulang kepercayaan
politik dan melindungi dirinya dari kejahilan orang lain dengan dinamika
yang lebih tinggi ataupun memiliki hubungan yang erat dengan institusi
pesantren lain.

Meskipun dinamika tersebut dirasakan dalam gerak yang relatif
kecil namun dipandang akan mengejutkan pada penelitian di masa yang
akan datang, yang dirasakan sulit untuk menggali informasi dan data
serta peristiwa dari kalangan para elite pesantren. Oleh karena itu,
ketekunan dari peneliti dipandang penting untuk menguraikan dan
menghubungan berbagai peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan

yang terjadi pada para elite pesantren Sumenep.

5. Analisis Data Penelitian

Setelah melakukan observasi, wawancara mendalam (indepth
interview) serta menelusuri dan membaca serta menganalisis buku-buku,
telah berbagai dokumen dan hasil-hasil penelitian tentang para pesantren
dan politik terakait dengan elite pesantren terhadap kebijakan pendidikan
Islam sperti pesantren dan mdrasah, penelitian ini diarahkan untuk
melakukan Klasifikasi dan analisis data. Analisis data mempergunakan
deskriptif-analisis dengan mengkombinasikan kembali data-data hasil

interpretasi dan reinterpretasi serta mencocokkan dengan dokumentasi
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baik berupa buku, majalah, jurnal atau dokumen lain serta sebagian hasil
wawancara baik yang terstruktur atau yang tidak terstruktur dengan
berbagai elite pesantren Sumenep yang bisa memberikan tambahan
informasi.

Selama kurun waktu dua sampai tiga tahun peneliti melihat
fenomena dengan memfokuskan pada penelitian bagaimana aktivitas dan
gerak sosial keagamaan, para elite pesantren Sumenep dan modal sosial.
Peneliti memperoleh data yang perlu dianalisis lebih jauh tentang
kekuatan gerakan yang bercampur antara kepentingan keagamaan
(dakwah), kebudayaan, serta aktivitas politik baik yang berhubungan
dengan politik lokal pedesaan, kabupaten serta politik nasional.
Keterlibatan dalam gerakan sosial, keagamaan, kebudayaan, ekonomi
serta politik kekuasaan inilah membutuhkan analisis tidak saja pada
struktur yang relatif kecil namun memasuki pada skala nasional.

Oleh karena itu, agar mendapatkan analisis yang luas dan
komprehensif, analisis dalam penelitian ini menggunakan perpaduan dua
analisis yakni interaksi simbolis dan komparatif konstan.®® Metode ini
dipergunakan untuk mengembangkan teori dari para tokoh elite pesantren
Sumenep serta mengomparasi dengan teori lainnya. Hal yang paling
penting dalam penelitian ini mengetengahkan adanya ketidaksamaan
antara sesuatu dengan hal yang lain karena memiliki perbedaan waktu dan

konteks. Pada penelitian para elite pesantren Sumenep memiliki

%83 Nasution, Metode Penelitian .., 128-"130.
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perbedaan situasi dan konteks dengan para elite pesantren yang terjadi
pada masyarakat secara umum, sehingga perbedaan ini memerlukan
analisis yang lebih jauh dan mendalam berkaitan tidak saja dengan kultur
masyarakat yang berbeda namun lebih spesifik kepada para elite
pesantren Sumenep, meskipun realitas di lapangan memiliki perbedaan
pemilihan kata-kata terutama berkenaan dengan dinamika namun
memiliki substansi yang hampir sama.

Oleh karena itu, secara metodologis pada analisis comparative-
constant peneliti dituntut untuk mencari konteks lain berkenaan dengan
proses pengungkapan pemaknaan di balik realitas ataupun data sehingga
dalam kapasitas dan kapabilitas peneliti dipandang cukup untuk
memberikan konseptualisasi teori. Pada tahap ini pola pikir analisis data
yang dipergunakan yakni pola pikir reflektif yaitu proses analisis antara
empiris dengan abstrak. Dalam pada itu satu peristiwa dapat
menstimulasikan berkembangnya abstrak yang lebih luas sehingga
mampu memperlihatkan relevansi antara data yang satu dengan data yang
lain yang termuat dalam data baru yang dibangun oleh peneliti dengan
melihat data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Dalam hal ini
peneliti menggunakan setiap kemampuan indera melalui penglihatan,
pengamatan dan pendengaran terhadap peristiwa ataupun informasi
berkenaan dengan eksistensi para elite pesantren Sumenep

Model penelitian ini menggunakan analisis model interaktif atau

skema dinamis. Model analisis ini memandang bahwa di dunia ini orang
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tidak berperan sebagai perilaku yang naif dan kosong, namun memiliki
banyak ruang pengalaman yang tersimpan dalam pengalaman awal (prior
experiences) sehingga dapat menciptakan proses kumpulan informasi
yang terorganisir (organized knowledge) agar memperoleh pengalaman
atau pengetahuan yang baru.®® Kontribusi keilmuan dari penelitian ini
akan digunakan pengalaman para elite pesantren Sumenep menjadi data
yang dapat dianalisis untuk memperoleh data yang baru ataupun untuk
dijadikan perbandingan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya,
sehingga dapat menjadi acuan berupa data pembanding untuk melengkapi

data yang telah dianalisis oleh peneliti.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menentukan pengecekan keabsahan

data dalam penelitian ini yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan
Hal ini dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian. Maka,
dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian yang seadang
dilakukan akan ~memungkinkan dapat meningkatan derajat
kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan
keikutsertaan, peneliti akan banyak mempelajari dan dapat menguji

ketidak benaran informasi.”

9Syukur Ibrahim, Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi (Surabaya: Usaha Nasional, 1994);
bandingkan dengan James P Spradley, Metode Etnograf ., 12-16.

" Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),
327.
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Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk memenuhi kedalaman
data. Ini berarti bahwa penelitian hendaknya mengadakan pengamatan
dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor

yang menonjol.”
Triangulasi

Triangulasi adalah "Teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu".” Teknik
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan
melalui sumber lain yaitu Bapak Kadir Kasi kurikulum Dinas
Pendidikan Sumenep. Hal ini dapat dicapai dengan jalan melihat
semua data dengan realitas yang nampak pada kepemimpinan elite
pesantren dengan pemangku kebijakan dalam konteks hubungan
pengembangan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa dan

melihat kesesuaian data yang diperoleh dengan kegiatan sebenarnya.

7. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama peneliti mengungkapkan pengalaman sebagai

bagian awal dari studi yang dikomparasikan dengan teori dan hasil-hasil

penelitian yang telah dibukukan ataupun dalam bentuk jurnal ilmiah.

Pembacaan peneliti terhadap teori serta hasil-hasil penelitian dan relasi

para elite pesantren Sumenep dalam tradisi keagamaan pesantren yang

™ 1bid, 329.
2 1hid. 330.
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berlangsung secara berabad-abad dan disaksikan dalam realitas kekinian
oleh peneliti menjadi bahasan pada awal bab ini. Pesantren dan politik dan
pola relasi elite pesantren Sumenep menjadi dasar pijakan awal dari
pembacaan realitas para elite pesantren Sumenep pembahasan signifikansi
dan problem dari studi lapangan ini menjadi bagian lanjutan. Tidak
terkecuali peneliti menetapkan tujuan dan kerangka metodologis serta
fokus pembahasan dan sistematika studi penelitian menjadi awal yang
tidak bisa dipisahkan untuk menjadi penghantar awal bagi pelaksanaan
penelitian disertasi ini.

Pada bab kedua dibahas kajian teoretik tentang yang meliputi
kajian elit pesantren, interaksi politik Kiai, peran ganda Kiali, teori relasi
dan konsep politik pendidikan Islam yang di dalamnya dibahas paradigma
politik pendidikan, pendekatan politik pendidikan. Selanjutnya dibahas
konsep kebijakan pendidikan yang didalamnya ada aktor-aktor dalam
perumusan kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan berdasarkan
hakikat pendidikan. Selanjutnya juga dibahas implementasi kebijakan
pendidikan, evaluasi kebijakan pendidikan dan tujuan evaluasi kebijakan
pendidikan.

Pada bab ketiga akan dibahas latar belakang atau gambaran umum
wilayah Kabupaten Sumenep yang berkenaan baik secara geografis
administratif dan kondisi fisik, yang meliputi letak geografis,
administratif, topografi, hidrologi, klimatologi dan demografi. Selanjutnya

dibahas juga keuangan dan perekonomian daerah kabupaten Sumenep,
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penataan umum kabupaten Sumenep, konndisi sosial budaya dan
pendidikan yang meliputi kondisi fasilitas pendidikan, kondisi sosial
ekonomi masyarakat, kelemabagaan pemerintah daerah. Selanjutnya
dibahas ikhtiar penataan kebijakan pendidikan.

Pada bab keempat ini akan membahas relasi elit pesantren yang
bahasannya meliputi relasi antara pendidikan dan politik, elit pesantren
sebagai pemangku kebijakan yang kemudian dipaparakan tokoh elit
pesantren yang menjadi Bupati yakni Kiai Ramdlan Sirajd dan A. Busyro
Karim sebagai pemangku kebijakan dan juga tokoh Kiai Safraji yang
dilengakapi dengan profil pesantren keadaan sosiologis lingkungan dan
kebijakan pendidikan pada saat menduduki posisi orang nomer satu
sekaligus pemangku kebijakan dalam wilayah eksekutif.

Pada bab kelima dibahas Kebijakan pendidikan yang meliputi
Perda dan Perbub Pendidikan, revisi tentang Perda dan Perbub pendidikan,
menata sumber daya pendidikan yang meliputi; menata kualitas SDM dan
peningkatan kesejahteraan pendidikan, peningkatan SDM pendidikan
berkaualitas serta bagaimana mengakhiri jabatan Kepala sekolah seumur
hidup. Selanjutnya dibahas juga layanan pendidikan dari segi fasilitas dan
kesejahteraan yang meliputi; peningkatan sarpras pendidikan; bantuan
motor bagi para pengawas; BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Guru Swasta) dalam meningkatkan dan membela nasip
guru swasta dan santri; bantuan transport guru swasta; bantuan GTT

kategori 2 (K2) dan perang terhadap buta akasara. Selanjutnya dibahas
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juga peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan usia dini, dasar
dan menenagah yang mencakup mendirikan PAUD dan TK dari Kota-
Desa, membumikan SMK sebagai investasi human capital. Selanjutnya
dibahas juga dibahas pengembangan pendidikan tinggi lokal untuk
kemajuan Sumenep Yyang meliputi; pemberian bantuan dana
pendampingan belajar mahasiswa masuk perguruan tinggi; besaiswa bagi
mahsiswa kurang mampu dan memberdayakan organisasi kemahsiswaan
melalui bantuan biaya pendidikan.

Bab keenam membahas respons masyarakat tentang kebijakan
pendidikan di Kabupaten Sumenep yang membahas respons masyarakat
tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep, kebijakan pemda
kabupaten Sumenep pada pendidikan pesantren, di dalamnya dibahas baik
dari segi politik anggaran, politik kebiajakan dan juga dibahas dari segi
politik pembangunan.

Bab ketujuh penutup yang berisi berupa kesimpulan dan saran.
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan berbagai implikasi
teoretik berkaitan dengan para elit pesantren sebagai elite lokal Madura
dan secara spesifik Sumenep dengan kebijakan pendidikan dalam

perspektif politik pendidikan.



